PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

FPEMBENTUKAN ORCANMISAS|I DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN. PERKEBUMAN DAN KET,AHANAN PANGAN
KASUPATEN BONE BOILANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BURATI BONE BOLANGO,

Menimbang : 2. bahwa untuk melaksanakar ketentuan Pasal 128 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah
ditetapkan dalam Peraturan [Daerzh dengan memperhatikan
faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan

Pemerirtah; \

b. bahwa berdasarkar pertimbengan sebagaimana dimaksud
paaa huruf a, periu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Organisasi nan Tata Kerja Dinas Pertanian,

Perkebunan dan Ketahanan Fangar, Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Unaang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1874 Nemor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih den Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoiesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan lLembaran Negara Repubdlik Indonesia
Nomor 2351);

Undang-Urding Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gerontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tarmbahan Lembaran Negara
Republilz Indoriesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor € Tahun 2003 tentang Pembentukanr
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Fohuwato di Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 26, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4269):

Undang-Undang Nomeor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (l.embaran Negara Republik
Indonecia Tahun 2004 Nomior 53, Tambahan Lembaran Negara
Republix Indonesia Nomor 4389),

Undang-lindang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembarzn iHegara Republik Indonasia Tahun 2004
Nomor 125, Tembahan tembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
(Lembaran N:garz Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nemor 78,

Tambahen Lembaran Negara Repukiik Indonesia Nomuor 4493):

Undang-lUndang Nomor 33 Tahun 2374 tentang Perimbangan
Keuangar artara Pemerintah Pusal dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Megara Republik Indoriesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesic Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang
Kewenur.gar Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonori (Lembaran Negar2a Republik Indonesia Tahun
2000 Noracr 45, Teranahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Norr.or 3952);

Peraturan Pemerintahi Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman
Organsasi Perangkat Caerah (L2mbaran Negara Republik
Indonesia Talhun 2003 Nomor 14, Taimbahan Lembaran Negara

Republikk Indenesia Nomer 4262)

98






Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAFKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Menetapkan

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
KAB!JPATEN BONE BOLANGO

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang d'maksud dengan :

1

2,

Daarah adalah Daesrah Otonain Kabupaten Bone Bolango.

Pemerintah Daerah adalaly Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

Kabupaten Bone Bolango.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone

Bolanac.

Pemerintahan Doerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahar oieh Femerintah Daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas rembantuan dengan  prinsip
otonomi seluas-iuasnya clalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republix Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun
1945

Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone

Bolargo.
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7. Kewenangar adalah kewenangan yang dis2rahkan ke

Daera!l| menurut peraturan perundang-undangan

8. Dinas adalah Dinas Femanian, rPerkebunan dan Ketahanan
Pangan Kahupatan Bena Bolange.

9. Kepals Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bene Bolango.

BAB I
WEDUDJKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur nelaksana otonumi daerah yang dipimpin
oleh seorang IKepala yang berada di »awah dan bertanggung

jawab kepada Kapala Daerah melalu: Sekretaris Dacrah.
Pasal 3

Dinas memnunyai tugas inelaksanakan kewenangan otonomi
daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagezimana dimaksud pada
Pasal 3 diatas [Cinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan tekris sesuai cengan lingkup kerjanya;
b. Pemberian perizinan dan peiaksanaan pelayanan umum; dan

c. Pembinaan terhadap 'Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam

lingkup kerjanya.

BAB IlI
CRGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha.
c. Bidang Tanarnan Pangan dan Holtikultura.
d. Bidang Ketahanan Pangan dan Pz2nyuluhan;

e. Bidang Perkebunan dan Agribisnis,;
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f. Unit Pelaksana Teknis Cinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Struktur Organisasi Diras Pertanian, Parkebunan dan Ketahanan
Pangan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah
ini.

Pasal 6
Bagian Tata Usaha terdiri atas :
a. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian; nan
b. Sub Bagian Pregram dan Keuangan.
Pusal 7
Bidang Tanarman Pangan dan Holtikultura
a. Seksi Bira Tanaman Pangan, dan
b. Seksi Bina Heltku'tura.
Fasal 8
Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuiuhan terdiri atas :
a. Seksi Ketaharan Pangan; dan
b. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan.
Pasal 9
Bidang Perkebunan dan Agribisnis terdiri atas :
a. Seksi Bina Tanaman Pangar; dan
c. Seksi Agribisnis.
Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, B=xgian Tata Usaha, Bidang -
bidang. Sckai-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah :

Pasal 11

(1) IPada orgarnisasi Dinac dapat diventulk 1 (satu) atau lebih Unit
Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Pembentukan Urit Pelaksane Texnis Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ebutuhan Dinas dan
memenuhi kriteria serta Peraturan perundang-tindangan yang

berlaku,
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(3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri

dengan Peraturen Ziaerah.
Pasal 12

(1) Pada organisasi linas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil

dalam kelomock yzbatan Funysional.

(2) Kelompok Jahalan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

tugas-tugac sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Pasal 13

(1) Kelompok .abatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yeng berade di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Diras.

(2) Kelompok Jabatan furgsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-

sub kelompuok secuai kebutuhan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan bzardasarkan sifat, jenis dan

beban kerja.

(4) Pembinaan terhadap tfenaga fungsional dilaksanakan sesual

dengan Peraturan perundang-undangan yarg berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pealaksana Teknis
Dinas dan Keiompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi balk dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas
masing-masing;

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas

bertangguny jawan kepada Kepala Dinas secara berjenjang;

(3) Setiap pirnpinen satuan organisasi dalam iingkungan Dinas
berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan
pekerjaan unsur -unsur pembantu pelaksana yanq berada dalam

lingkungan <erjanya.
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(4) Daiam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan

koordirasi secara fungsional dengan baik;

Pasal 15

(1) Kepala Dinas melaksznakan tuygasnyz berdasarkan kebijaksanaan

yang ditetapkan oleh Bupati:

(2) Kepala Dinas berkewajiban memberilian petunjuk, membina dan
mernbimbing serta mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu

dan pelaksana dilingkungan Dinag;
BAB Y
KEPEGAWAIAN

Pasa, 16

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas

ust! Sekretaris Dacraly;

(2) Pejabat-peiabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan

diberhentikzn sasuai dengan Peraturan perundang-undangan;

(3) Jenjang jabatzn dan kepangkatan sertz sistem kepegawaian diatur

sesuai dengan Peraturan perundang-uridangan yang berlaku;

BAB VI
PEMB!AYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul zkibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bone Bolango berdasarkarn Peraturan perundang-undangan yang

beriaku;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasai 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Keputusan Bupati Bone
Bolango Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerje Dinas-dinas Daerah ai lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bone Bolango dinyatakan lidak beriaku lagi.
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Pasal 19
Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan
Daerah ini akan diatur dengan Peraturan dan / atau Keputusan Kepala

Dacrabh.

Pasal 20

Peraturan Daeren ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juii 2005

diundangkan.

Agar setiap orang mangetahuinya, memerintahkan FPenguridangan
Peraturan Daerah ini derigan menempatkannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Bone Bolanyo

Ditetapkarn di Suwvawa

) pada tenggal 18 Juli 2005
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PENJELASAN
ATAS
PERPATURAN DAERAH KABUPATENN BONE BOLANGO
NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS FERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
BONE BOLANGO

l. UMUM

Bahwa sistert pemerintahan Negara kesatiian Republik Indonesia menurut
Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Uncang Nomcr 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah, memberikan keleluasean kepada Daerah untuk
menyelenggarakan Otonomi Nasrah yang lebih ditekankan pada prinsip-grinsip
Demokrasi, peran serta rmasyarakat, pemeratean keadilan, serta dengan
memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daecrah, seningga dalam menghadapi
perkembarigan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam
menyelenggarakarn Otonem Dacrah harus diduhung dengan kewenangan yang
luas,nyata, dan bertanggung jawab sacara orofesional yang diwujudkan dengan

pengaturan dan pembagian Sumber Caya dan Pot2nsi yarg ada.

Bahwa berdasarkan kawenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
luinnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Bonre Bolango dalam membentuk Dinas
Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sekagai unsur pelaksana otonomi
daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksana.kan tugas

penyelenggaraan Pemerintahan administrasi, orgarisasi dan tata laksana.

Bahwa terdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) lUndang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 {entang Pemerintahan Dacrah maka susunan Organisasi perangkat
daerah ditetapkan dalam Peraturan Daarah dergan memperhatikan faktor-faktor
tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yany dielaborasi diatas, maka
Pemearintahan 0Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Bone Bolango;
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ll. PASAL DEMI PASAL

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasa

Pasa

Pasal

Pasal

Pasa

Pasa

Pasa

Pasal

1

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup
10

Cukup
11

Cukup
12

Cukup
13

Cukup
14

Cukup

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal
m

15

Cukup jelas.

16

Cukup ielas.

17

Cukup jelas.

18

Cukup jelas.

19

Cukup jelas.

20

Cukup jelas.
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STRUKTUR ORGANISAS| AN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN, PERXEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN B0ONE BOLANGO

KEPALA DINAS

R

~ Kelompok Jabatan T
| fungsional Bagian Tata Usaha
&) T = . :
IS E— | _
| |
. Sub Bagian Umum Sub Bagian Program
! dan Kepegawaian aan Keuangan |
Bidang Tanaman ' | " Bidang Ketahanan | , B W
Pangan dan 5 Pangan dan | Bld;;fA erriiéiesbnl?gan |
| Holtikultura . Penyuluhan B S
— | S—
" Seksi Bina Tanaman P . Seksi Ketahanan | Seksi Bina Tanaman |
{ Pangan & Pangan Pangan
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™ N T o ‘
: | Seksi Bina L] | Seksi Penyuluhan | | e — |
F Holtikultura : can Kelembagaan il PR ‘
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7 BONNY M. M OINTU
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